PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 13 TAHUN 2025, 6 himn.

TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: Bahwa sebagian Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lembata pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak ekonomis
lagi untuk digunakan, yang merupakan beban bagi keuangan negara. Sehubungan
dengan hal tersebut, terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata yang kondisinya rusak dan tidak ekonomis lagi untuk digunakan
perlu dihapuskan dengan tindak lanjut lelang. Untuk melaksanakan maksud
tersebut, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lembata tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Penghapusan
Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Tahun Anggaran 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna
Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14



CATATAN :

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang
dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk
Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan
Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal
dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2025.
Lampiran 1 halaman.



